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TENTANG

PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

1.

YANG TERTUNDA PENYALURANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan
bahwa Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh
persen) dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;

bahwa Dbesaran jumlah Alokasi Dana Desa Kabupaten
Karimun tahun Anggaran 2019 belum mencapai 10% dari
DAU di tambah DBH dan pada saat memenuhi ADD sebesar
10% sebagian besar Desa sudah melaksanakan APBDes
Perubahan pada tahun 2019;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran
2019 Yang Tertunda Penyalurannya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3902), yang telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008
Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah
diubah beberapakali terahir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas
peraturan pemerintah omor 43 tahun 2014 tenang Peraturan
pelaksanaan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesi
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);
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Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015
tentang Tata Cara Penundaan dan/atau pemotongan Dana
Perimbangan terhadap Daerah yang tidak mmemenuhi
Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2055);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1838);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA  TAHUN ANGGARAN 2019 YANG TERTUNDA
PENYALURANNYA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.

2. Bupati adalah Bupati Karimun.

3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
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Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang wuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan wunsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan wuang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa
dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa.

Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator
PPKD.

Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur
staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf
sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP
adalah Inspektorat Daerah Kabupaten.
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BAB Il
PENGELOLAAN ADD YANG TERTUNDA

Pasal 2

Besaran ADD tahun Anggaran 2019 tertunda dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun Anggaran 2020
sebesar Rp. 2.234.084.638,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta
delapan Puluh Empat Ribu enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

Besaran ADD Tahun Anggaran 2019 yang tertunda untuk masing masing
Desa sebagai tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak
terpisahakan dari peraturan ini.

Pasal 3

ADD tahun Anggaran 2019 yang tertunda dipergunakan untuk membiayai
Penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanan Pembangunan, Pembinaan
Kemayarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Penggunaan sebagaimana pada ayat (1) tidak dicampur dengan sumber dana
lainnya.

ADD Tahun 2019 yang tertunda tidak dapat di tambahakan dalam
penghitungan Penghasilan tetap Kepala Desa dan operasional.

ADD Tahun Anggaran 2019 yang tertunda penyalurannya masuk dalam
kode rekning pendapatan transfer Desa.

Pengganggaran ADD tahun 2019 yang tertunda penyalurannya masuk
dalam APBDesa Tahun 2020.

Pasal 4

Pencairan ADD Tahun Anggaran 2019 yang tertunda penyalurannya
dilaksanakan satu kali pencairan.

Pencaiaran sebagai mana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada
Tahun 2020.

Pasal 5

Mekanisme pencairan ADD tahun Anggaran 2019 yang tertunda
penyalurannya di atur sebagai berikut:
a. Desa Mengajukan surat permohonan Pencairan ADD tahun Anggaran
2019 yang tertunda;
b. fotocopy peraturan kepala Desa tentang penjabaran APBDesa 2020
beserta lampiran;
c. surat pemyataan tanggung jawab penggunaan dana dari Pemerintah
Desa bermaterai Rp.6.000,-;
. fotocopy buku Rekening Bank atas nama pemerintah Desa;
fotocopy NPWP pemerintah Desa;
fotocopy KTP kepala Desa yang dilegalisir dan kaur keuangan Desa;
pakta integritas bermaterai Rp.6.000;
. berita acara serah terima bantuan keuangan; dan
kwitansi bermaterai Rp.6.000.

—SQ HhoQ



(2) Berdasarkan permohonan pencairan ADD Tahun Anggaran 2019 yang
tertunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD melakukan Transfer
ADD Tahun Anggaran 2019 vyang tertunda penyalurannya langsung
kerekning kas Desa.

BAB llI
PELAPORAN

Pasal 6

(1) Desa Menyampaikan laporan realisasi Pengunaan ADD yang tertunda
penyalurannya Tahun Anggaran 2019.

(2) Laporan pengunaan ADD Tahun Anggaran 2019 yang tertunda
penyalurannya sebagaimana dimasud ayat (1) merupakan satu kesatuan
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun
anggaran 2020.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 9 Januari 2020

BUPATI KARIMUN,

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 9 Januari 2020

SEKRETARIS DA4}RAH KABUPATEN KARIMUN

MUH  F*RMANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 3



